
BT'PATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA

NOMOR 130.1/ g TAHUN 2O2t

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2O2I

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI BANJARNEGARA,

bahwa dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah
diperlukan adanya kelembagaan sinergitas pimpinan
pemerintahan daerah dan instansi vertikal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kepuhrsan
Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2O2l;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2AO2 tentang
Kepolisian (kmbaran Negara RI Tahun 2OO2 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor al68);
Undang-Undang Nomor tT Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO4 tentang
Kejaksaan Reppblik Indonesia Negara (Lembaran Negara
RI Tahun 2oo4't',[omor 67, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor aaO\;
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2AO4 tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2OA4
Nomor L27, Tambahan kmbaran Negara RI Nomor
443e1;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Konrpsi (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 14O, Tambahan kmbaran
Negara RI Nomor 4150) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OOI tentang
Penrbahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun L999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Irmbaran Negara RI Tahun 2OO1 Nomor L34,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor a15O);

2.

3.

4.

5.

6.



7. Undang-Undang-liNomor L2 Tahun zOLl tentang
Pembentrrkan ,;,;;, Perahtran Pemndang-undangan
(Lembaran Nega{& RI Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 523+l sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OL9
tentang Penrbahan Atas Undang-Undang Nomor L2
Tahun 2OlI tentang Pembentukan Peraturan
Penrndang-rindangan (kmbaran Negara RI Tahun 2Ol9
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
63e8);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2OL4
Nomor 44, Tambahan kmbaran Negara RI Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah;

Perahrran Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 1O);

Perafirran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ot9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daeratr (Lembaran Negara Tahun
2OLg Nomor 42, Tarrbahan Lembaran Negara Nomor
63221;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l
Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam ;Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengdohan Keuangan Daerah (Berita Negara
Tahun 2OLL N6rfror 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara RI Tahun 2015 Nomer 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
12O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 20tg
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Tahun 2OL9 Nomor VaTl;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

rahun 2orfl'ffi.ffi*E;b"ffi"T"r, susunan
Perangkat DaerahjKabupaten Banjarne gfia (Lembaran
Daerah Kabupaffi.Banjarnegara Tahun 2OL6 Nbmor 10)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 24 Tahran 2Ol9 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegffa Nomor 2
Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Irmbaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 20tg Nomor 24,
Tambahan Lembaran Daeran Kabupaten Banjarnegara
Nomor 2861;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7
Tahun 2O2O tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2O2t
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun

_ 2020 Nomor 7);
c

L7. Perattrran Bupati Banjarnegfia Nomor 2 Tahun 2O2O
tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, TUgas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2O2O Nomor 2).

18. Peraturan Bupati Banjarnegffa Nomor 72 Tahun 2O2O
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2O2l
(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegtra Tahun 2O2O
Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2O2l dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menrpakan
bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Forlm Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjarnegara
sebagaimana dimakqud diktum KESATU mempunyai tugas
menunjang kelanqian urusan pemerintahan umum
meliputi:

1. Pembinaan wawasan kebangsaaan dan ketahanan
nasional dalam rangka memantapkan pengamalan
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 7945, Bhinneka Tunggal Ika serta
pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

3. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan
yang ada di wilayah daerah kabupaten untuk
menyelesaikan permasalatran yang timbul dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia,
pemerataan, dan keadilan sesuai dengan ketentuan
peraturan .perundang-undangan ;



t' .rrlr.ErEt, r.lIIIrl.L r.Etaxarlla, rrtrt,
dan golongan lqlllnya guna mewujudkan stabilitas
keamanan; i:

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

5. Penanganan konffi" sosial sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

6. Pengembangan kehidupan demokrasi 'berdasarkan

Pancasila.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum
KEDUA, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melaksanakan
rapat kerja secara periodik dan/atau sewaktu-wakhr sesuai
dengan kebuhrhan.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran
2021.

Keputtrsan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
padatanggal L2-l -9021
BUPATI BANJARNEGARA,

TEMBUSAN Keputtrsan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegarai
2. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegffa;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Banjarnegara ;
5. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banjarnegara;
6. Kepala Bagran Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
7 , Yans. bersanekutan.
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BUPATI BANJARNEGARA,

BUDHI SARWONO
f

NO, JABATAN DAI"AM DINAS
KEDUDUKAN DALAM

FORKOPIMDA

1. Bupati Banjarnegara Ketua

2. Wakil Bupati Banjarnegara Wakil Ketua

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara Sekretaris

4. Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara Anggota

5. Kepala Kepolisian Resor Banjarnegffa Anggota

6. Komandan Distrik Militer OTOa / Bartjarnegara Anggota

7. Kepala Kejaksaan Negeri Banj arnegara Anggota

8. Kehra Pengadilan Negeri Banjarnegara Anggota

9. Wakil Kepala Kepolisian Resor Banjarnegara Anggota

10. Kepala Staf Distrik Militer OT Oa I Banjarnegara Anggota


